
 

WALIKOTA BENGKULU 
PROVINSI BENGKULU 

 
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU 

NOMOR   03  TAHUN 2016 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BENGKULU                                       
NOMOR  20 TAHUN 2015 TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR                   

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA BENGKULU, 
 

 

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pengelolaan keuangan daerah 

pada Pemerintah Kota Bengkulu sampai dengan belum 
ditetapkannya Kuasa Bendahara Umum Daerah, maka 

Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 20 Tahun 2015 
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 
Daerah perlu dilakukan penyempurnaan; 

  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Walikota Bengkulu tentang Perubahan atas Peraturan 

Walikota Bengkulu Nomor  20 Tahun 2015 tentang 
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam 
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1091); 

  
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 

Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 

  
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 3851); 

  
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

  
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

  
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 



 
 

 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

  
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5340); 

  
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 

  
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

  
11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang 

Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4577); 

  
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

  
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

  
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

  
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4890); 



 
 

 

  
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 

  
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92); 

  
18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat 

Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

  
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006  tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 

  
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 

2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan Umum Daerah; 

  
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 

2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan 

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara 
serta Penyampaiannya; 

  
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun  

2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan 

Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 
Tahun  2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun  2011 tentang Pedoman 

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 540); 

  
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 

2014 tentang Penerapan Kebijakan Akuntansi Berbasis 
Akrual. 

  
24. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 2 Tahun 2009 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2009 Nomor 
2,  Tambahan  Lembaran Daerah Kota Bengkulu 
Nomor 2); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG  

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BENGKULU 
NOMOR 20 TAHUN 2015 TENTANG SISTEM DAN 

PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH. 

  Pasal  I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bengkulu 



 
 

 

Nomor 20 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur 

Pengelolaan Keuangan Daerah diubah sebagai berikut: 

1. Diantara angka 5) dan 6) Ketentuan Lampiran I angka 
1.1 huruf c, disisipkan 1 angka yaitu angka 5a) 

sehingga berbunyi sebagai berikut: 
5a) Selama Kuasa Bendahara Umum Daerah belum 

ditetapkan, maka tugas-tugas Kuasa Bendahara 

Umum Daerah sebagaimana disebutkan pada angka 
5) diatas dilaksanakan oleh Bendahara Umum 

Daerah. 
 
2. Setelah Ketentuan huruf c pada Lampiran IV Bab V 

angka 5.3 disisipkan 1 huruf yaitu huruf d sehingga 
berbunyi sebagai berikut: 

 

5.3 Pihak Terkait 

a. Dalam kegiatan ini, kuasa BUD mempunyai 

tugas sebagai berikut: 

1) menganalisa DPA SKPD yang ada di 
database 

2) menganalisa anggaran kas pemerintah 
khususnya data per SKPD 

3) menyiapkan draft SPD 

4) mendistribusikan SPD kepada para 
Pengguna Anggaran 

b. Dalam kegiatan ini, PPKD mempunyai tugas 
sebagai berikut: 

1) meneliti draft SPD yang diajukan Kuasa 

BUD 

2) melakukan otorisasi SPD 

c. Dalam kegiatan ini, PA mempunyai tugas 
sebagai berikut: 

1) mengajukan permintaan SPD kepada Kuasa 

BUD 

2) mengarsipkan SPD yang diterima 

Dalam hal Kuasa BUD belum ditetapkan, maka tugas-

tugas BUD sebagaimana dimaksud pada huruf a  
dilaksanakan oleh Kepala Bidang Anggaran Dinas 

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset atau 
pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. 

 

3. Ketentuan huruf a pada Lampiran IV Bab V angka 5.4 

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
 

5.4 Langkah-Langkah Teknis 

a. Langkah 1 

 Kuasa BUD menyiapkan Rancangan SPD 

berdasarkan DPA SKPD dan Anggaran Kas 
Pemerintah Daerah serta permintaan SPD dari 

SKPD. Rancangan SPD yang telah dibuat, 
diserahkan kepada PPKD untuk diotorisasi dan 



 
 

 

ditandatangani oleh PPKD. Dalam hal Kuasa 

BUD belum ditetapkan, maka rancangan SPD 
disiapkan oleh Kepala Bidang Anggaran Dinas 

Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset 
atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. 

b. Langkah 2 

 Setelah PPKD mengotorisasi rancangan SPD, 
PPKD menyerahkan SPD kepada Pengguna 

Anggaran. SPD diterbitkan dalam rangkap dua, 
yakni: 

1) Dokumen pertama diserahkan kepada 
Pengguna Anggaran yang akan dipakai 
sebagai dasar dalam pembuatan SPP. 

2) Dokumen kedua dibuat sebagai arsip oleh 
PPKD. 

 

Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 01 
Januari 2016. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan 

menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu. 
 

  
 

Ditetapkan di Bengkulu 
pada tanggal   02 Maret  2016 

 

WALIKOTA BENGKULU, 
ttd 

H. HELMI HASAN 

 

Diundangkan di Bengkulu  

pada tanggal  02  Maret   2016 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU, 

 Ttd 

MARJON  
 

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2016 NOMOR 03 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

 

 

 

ZOHRI KUSNADI, SH, MH 

NIP. 19630412 199403 1 005 
 


